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ABSTRACT 
 
This thesis discusses the optimization of the duties and authority of the prosecutor in the 
field of public order and public tranquility under Article 30 Paragraph (3) of Law Number 16 
Year 2004 on the Prosecutor in relation to the supervision of cult and the prevention of 
abuse and / or blasphemy (Study Kajaksaan Pontianak State) , The method used in this 
research is normative juridical approach. From the results of this thesis research we 
concluded that that in order to support the policy of law enforcement and justice both 
preventive and repressive, implement and or co-hosted order and public tranquility and 
security of national development and its results, the Attorney General has a role in 
monitoring the flow of trust and abuse prevention and / or blasphemy provided for in Article 
30 paragraph (3) of Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic Judicial Attorney 
Indonesia.Penyelenggaraan Intelligence function always lead to action, action or effort to 
support the successful operation of justice, in this case the settlement criminal acts that 
occur in society. Scope of Intelligence activities include intelligence investigations, security 
and raising to conduct crime prevention to support law enforcement both preventive and 
repressive in the field of ideology, economic, financial, social, cultural, defense and security, 
implement the cease-desist against certain persons and / or co-hosted public order and 
peace. Implementation of Judicial Attorney clan Intelligence role in monitoring the flow of 
trust and abuse prevention and / or blasphemy by forming Team Pakem (Supervision Faith 
In Public). Tim Pakem is an institution that accommodates oversight of kepercayaaan and 
religious stream in Indonesia and Tim Pakem in shape in the center and in the regions. In 
performing its duties, the role of Pakem team in carrying out oversight functions cult and the 
prevention of abuse and / or blasphemy implemented countermeasures pattern preventive 
measures, persuasive, rehabilitative and kuratif.Kepastian law on the prevention of abuse 
and / or blasphemy desecration blasphemy issue remains required as controlling public 
order within the framework of religious harmony. Law No. 1 / PNPS / 1965 it was originally a 
Presidential Decree issued in 1965 and then in 1969 was appointed into law by Act No. 5 of 
1969. As mentioned in the General Elucidation of Law No.1 / PNPS / 1965 on items 3 and 4, 
one purpose of the issuance of the Act was that religious tranquility can be enjoyed by all 
people in all parts of Indonesia, and to protect the religious serenity of the defacement or 
insult. In other words, the law is published in order to preserve religious harmony, whether 
internal harmony and inter-religious beragama.Kendala-constraints faced by the State 
Attorney Pontianak in monitoring the flow of trust and abuse prevention and / or blasphemy 
influenced by factors or elements that influence, among other factors Legal, Law 
Enforcement factor, factor Means or facilities, community factors and cultural factors. 
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ABSTRAK 
 
Tesis ini membahas optimalisasi tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban 
dan ketentraman umum berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2004 Tentang Kejaksaan dalam kaitannya dengan  pengawasan aliran kepercayaan dan 
pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (Studi Kajaksaan Negeri 
Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis-normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Bahwa Dalam 
rangka mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun 
represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum 
serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, Kejaksaan memiliki peran 
dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau 
penodaan agama diatur di dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia.Penyelenggaraan fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan 
selalu mengarah pada kegiatan, tindakan ataupun usaha untuk mendukung keberhasilan 
operasi yustisi, dalam hal ini penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di dalam 
masyakat. Lingkup bidang Intelijen meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan 
penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan 
hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, 
pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu 
dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum. Implementasi clan 
peran Intelijen Yustisial Kejaksaaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan 
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dengan membentuk Tim Pakem (Pengawasan 
Kepercayaan Dalam Masyarakat). Tim Pakem merupakan lembaga yang mengakomodir 
fungsi pengawasan terhadap aliran kepercayaaan dan keagamaan yang ada di Indonesia 
dan Tim Pakem di bentuk di pusat maupun di daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, peran 
Tim Pakem dalam melaksanakan fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan 
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dilaksanakan dengan pola penanggulangan 
tindakan preventif, persuasif, rehabilitatif dan kuratif.Kepastian hukum terhadap pencegahan 
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama penodaan masalah penodaan agama masih 
tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat 
beragama. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 semula adalah Penetapan Presiden yang 
dikeluarkan pada tahun 1965 dan kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi undang-
undang dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969. Sebagaimana disebutkan dalam 
Penjelasan Umum Undang-Undang No.1/PNPS/1965 pada butir 3 dan 4, salah satu tujuan 
penerbitan UU itu adalah agar ketentraman beragama dapat dinikmati oleh segenap rakyat 
di seluruh wilayah Indonesia, dan untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari 
penodaan atau penghinaan. Dengan kata lain, UU ini diterbitkan dengan tujuan untuk 
memelihara kerukunan umat beragama, baik kerukunan internal umat beragama maupun 
antarumat beragama.Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak 
dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau 
penodaan agama dipengaruhi oleh faktor-faktor atau unsur-unsur yang mempengaruhinya, 
yaitu antara lain Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor 
Masyarakat dan Faktor kebudayaan. 
Kata Kunci:  Optimalisasi Tugas, Wewenang Kejaksaan, Bidang 
 
 
 
 
 
Latar Belakang  
Indonesia sebagai Negara hukum (Rechtsstaat) bermakna bahwa di dalam 
Negara Kesatuan RI, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Elemen-
elemen esensial negara hukum (rechtsstaat) yang menjadi ciri tegaknya supremasi 
hukum antara lain harus ada jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan 
kekuasaannya selalu dan senantiasa berlandaskan hukum dan peraturan perundang-
undangan.Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan 
masyarakat, berbangsa dan bernegara.  
Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan baik dan benar ditengah 
masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-
kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu diantara kewenangan-
kewenangan itu adalah Kejaksaan RI. Kejaksaan merupakan sub sistem dari 
sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sebagai 
salah satu sub sistem dari suatu sistem hukum, Kejaksaan memiliki kedudukan 
yang sentral dalam penegakan hukum, di Indonesia. Sebagai salah satu sub 
sistem hukum, Kejaksaan berada dalam satu kesatuan yang teratur dan 
terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub sistem lainnya 
untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut. Dari aspek kelembagaan, sub 
sistem hukum yang lain dalam penegakan hukum di Indonesia adalah hakim, 
polisi, advokat/penasihat hukum/pengacara, lembaga permasyarakatan, bahkan 
tersangka, terdakwa dan terpidana. 
Dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) 
menegaskan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang 
melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan 
lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara 
(Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena 
hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat 
diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut 
Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan 
juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive 
ambtenaar).  
Oleh karena itu, adalah sebuah hal yang wajar jika masyarakat sangat 
mendambakan institusi Kejaksaan dapat berfungsi secara optimal dalam 
menegakan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta 
dapat berfungsi menjadi tulang punggung reformasi, sehingga dapat 
memperkokoh ketahanan dan konstitusi sebagai prasyarat bagi tegaknya 
demokrasi dan civil society yang dicita-citakan. Kedudukan sentral Kejaksaan 
berkait erat dengan kedudukan dan fungsiKejaksaan dalam penegakan hukum di 
Indonesia. Sudah tentu penekanan pada eksistensi dan eksisnya institusi ini baik 
dalam tataran teoritis yang mengacu pada konsepsi negara hukum maupun 
dalam aras normative praktis yang berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. Artinya, Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 
dalam kedudukannya sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman 
dalam penegakan hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai 
prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara .  
Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional dalam proses 
politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif. 
Supremasi hukum akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh 
hukum .Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, disamping diperlukan 
norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur 
pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas, dan disiplin 
yang tinggi, serta didukung oleh sarana dan prasarana hukum dan perilaku 
hukum masyarakat. Idealnya, setiap negara hukum termasuk Indonesia harus 
memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. 
Hukum dan penegak hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan 
sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika 
diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang 
diharapkan . Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan RI sebagai institusi penegak 
hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranaan yang strategis di 
dalam suatu negara hukum, karena institusi Kejaksaan menjadi filter antar proses 
penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya 
dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan 
hukum. 
Secara kosepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada 
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-
kaidah yang mantap dan mengejawatah dalam sikap tindak sebagai rangkaian 
penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 
mempertaruhkan kedamaian pergaulan hidup . Dalam kenyataannya, proses 
penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat hukum 
itu sendiri . Artinya, terlaksana tidaknya dengan baik suatu peraturan perundang-
undangan juga akan tergantung pada pelaksanaannya oleh aparat pejabat 
hukum.  
Dengan demikian, maka masalah pokok penegakan hukum sebenarnya 
terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor 
tersebut, adalah sebagai berikut : (1) faktor hukumnya sendiri; (2) faktor penegak 
hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; 
(3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor 
masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 
(5) faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 
karsa manusia di dalam pergaulan hidup.Kelima faktor tersebut saling berkaitan 
dengan eratnya, oleh karena selain merupakan esensi dari penegakan hukum, 
juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. 
Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa Indonesia 
adalah negara hukum (rechtsstaat). Sejalan dengan ketentuan tersebut maka 
salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesejahtraan 
bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, 
setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan perlindungan 
dan kepastian hukum yang adil tersebut setidaknya tercermin dalam UU No. 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai perubahan atas UU 
No. 15 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU Kejaksaan 
tersebut dimaksudkan untuk lebih menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan 
RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di 
bidang penuntutan. 
Pelaksanaan kekuasaan negara dalam Undang-Undang tersebut harus 
dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU 
No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka dalam 
arti bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari 
pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini 
betujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. 
Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih 
berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan 
umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN. Oleh karena 
itu, Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan 
antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan 
pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakan adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakan 
kewajiban pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Di 
sinilah letak peran strategis Kejaksaan dalam pemantapan ketahanan bangsa. 
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI telah mengatur tugas dan 
wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu : 
(1) Di bidang pidana, Kejaksaan empunyai tugas dan wewenang: 
a. Melakukan penuntutan; 
b. Melaksanakan penetapan hakin dan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 
putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat; 
d. Melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang; 
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 
 
(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus 
dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 
Negara atau pemerintah. 
(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan: 
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
c. Pengamanan peredaran barang cetakan; 
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 
dan Negara; 
e. Pencegahan peyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 
f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik criminal. 
 
Untuk bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan Negeri 
Pontianak melalui bidang Intelenjen sebagai mata dan telinga dari pimpinan 
sesuai dengan Pasal 634 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-
115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI 
Mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 
 Melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang idelogi, politik, ekonomi, 
keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung 
kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif 
melaksanakan. 
 Turut serta menyelenggarakan ketertiban umum. 
 Pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum 
Kejaksaan Negeri Pontianak 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 634, Seksi 
Intelijen menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di 
bidang Intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis : 
1. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian 
kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka 
kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk 
menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan dan sosial 
budaya ; 
2. Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan 
meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat 
intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan dan di 
lingkunag Kejaksaan Negeri yang bersangkutan ; 
3. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang 
personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan 
koordinasi ; 
4. Kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain terutama dengan 
aparat intelijen. 
Sedangkan untuk pelaksanaan administrasi intelijen yustisial diatur dalam 
Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi 
Intelijen Yustisial Kejaksaan. 
Kegiatan-kegiatan pada seksi intelijen yang dilaksanakan antara lain : 
1. Pelaksanaan operasi intelijen yustisial berupa penyelidikan, pengamanan dan 
penggalangan; 
2. Pelaksanaan penyuluhan hukum dan penerangan hukum; 
3. Pendataan dan penertiban ijin praktek pengobatan tradisional; 
4. Melakukan pencekalan ke luar negeri untuk tersangka dan terdakwa tindak 
pidana korupsi. 
Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang 
ketertiban dan ketentraman umum, pada tahun 2014 seksi intelijen Kejari Pontianak 
telah melaksanakan penyuluhan hukum di 12 (dua belas) kelurahan sebagai berikut 
: 
1. Melakukan kegiatan Penyuluhan hukum Triwulan I di 3 (tiga) Kelurahan untuk 
2 (dua) Kecamatan yaitu : 
 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan; 
 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara; 
 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara. 
2. Melakukan kegiatan Penyuluhan hukum Triwulan II di 3 (tiga) Kelurahan 
untuk 1 (satu) Kecamatan yaitu : 
 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur; 
 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur; 
 Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur. 
3. kegiatan Penyuluhan hukum Triwulan III di 3 (tiga) Kelurahan untuk 2 (dua) 
Kecamatan yaitu : 
 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara; 
 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara; 
 Kelurahan Kampung Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. 
4. Melakukan kegiatan Penyuluhan hukum Triwulan IV di 3 (tiga) Kelurahan 
untuk 2 (dua) Kecamatan yaitu : 
 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota; 
 Kelurahan Sei Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat; 
 Kelurahan Sei Beliung Kecamatan Pontianak Barat. 
Dalam Penyulahan hukum tersebut Pihak Kejaksaan Negeri Pontianak 
lebih menekankan kepada aliran kerpercayaan yang  dianggap menyimpang dan 
munculnya aliran-aliran keagamaan di Indonesia akhir-akhir ini cukup pesat, 
sebagai contoh adalah kasus Ahmadiyah dan yang paling menghangatkan Kasus 
GAFATAR. Yang mana aliran keprcayaan tersebut menarik perhatian berbagai 
kalangan, dimana terjadi perbedaan pandangan dan persepsi tentang keberadaan 
Ahmadiyah di Indonesia, yang pada akhirnya banyak menimbulkan keresahan dan 
permasalahan hukum dan tentunya hal ini membawa konsekuensi terhadap situasi 
keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan-
kelemahan khususnya peran Intelijen Yustisial Kejaksaan yang diberi kewenangan 
untuk melakukan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan 
agama yang berujung pada terjadinya berbagai tindak pidana dalam masyarakat. 
Implementasi peran Kejaksaaan Negeri Pontianak dalam pengawasan aliran 
kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang 
membahayakan masyarakat dan negara dengan membentuk Tim Pakem 
(Pengawasan Kepercayaan dalam Masyarakat). Titik berat ditekankan pada kinerja 
Tim Pakem, karena lembaga yang mengakomodir peran pengawasan terhadap 
aliran kepercayaaan dan keagamaan yang ada di Indonesia tersebut mempunyai 
peran penting terhadap status apakah agama atau kepercayaan yang dianut 
seseorang sesat/ menyimpang atau tidak. 
Tim Pakem dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-
004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran 
Kepercayaan Masyarakat. Kewenangan untuk mengawasi aliran kepercayaan dan 
mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama tersebut tidak hanya dimiliki 
oleh Kejaksaan tetapi juga dipunyai oleh departemen/instansi lainnya, sehingga 
dipandang perlu adanya koordinasi, maka dibentuk Tim Pakem di pusat dan daerah. 
Berbagai kritikan dari masyarakat muncul karena Kejaksaan dianggap 
kurang mampu mengakomodir peran pengawasan tersebut dan mengidentifikasi 
berkembangnya berbagai aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang dan 
mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di Indonesia yang 
berujung pada kasus-kasus penodaan agama. Kasus penodaan agama 
merupakan salah satu contoh kasus yang ada di negara indonesia yang dapat 
menggangu Ketertiban dan Ketentraman Umum sebagaimana yang dimaksud 
oleh Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat persoalan 
tersebut dalam bentuk penelitian Tesis dengan judul Optimalisasi Tugas Dan 
Wewenang Kejaksaan Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum 
Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
Tentang Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan  Pengawasan Aliran 
Kepercayaan dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 
(Studi Kajaksaan Negeri Pontianak).  
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka 
dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana metode/ cara kejaksaan 
dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam bidang ketertiban dan ketentraman 
umum Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan Penyalahgunaan 
dan/atau Penodaan Agama ?  
f. Metode/ Cara Kejaksaan Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Dalam 
Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Dalam Kaitannya dengan 
Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama. 
Bab ini akan membahas tentang analisis kewenangan Pengawasan 
Aliran Kepercayaan dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan 
agama oleh Kejaksaan, Kepastian Hukum Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan kendala-
kendala Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dengan adanya analisis tersebut 
diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam tesis ini. 
Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering 
ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering 
disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan 
dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan 
sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk 
hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang 
diperintah" (the rule and the ruled).1 
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang 
                                                             
1 262 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Emu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 
hal. 35-36 
tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum 
oleh Henc van Maarseven disebut sebagai "blote match",2 sedangkan kekuasaan 
yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang 
rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini 
dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh 
masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.3 
Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan 
memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki 
oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan 
merupakan unsur esensial clan suatu negara dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan 
(wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan 0 kebajikan.4 
Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara 
dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga negara itu dapat 
berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. 
Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam 
Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk 
mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa 
sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau 
negara.5 
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 Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-
Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), hal. 30 
3 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat 
Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 52 
4 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa 
tahun, hal. 1 dalam Soni tobelo Manyawa, Teori kewenangan, makalah, Januari 2011. hal. 3. Dalam 
http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html. diunduh pada Senin 18 Mei 
2011 Pukul 8.45 Wib. 
5 2Miriam Budiardjo, loc.cit., hal. 35 
 
Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ 
sehingga negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten 
complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung 
hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan 
demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, 
sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu 
dapat bersumber clan konstitusi, juga dapat bersumber clan luar konstitusi 
(inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan 
jelas bersumber dari konstitusi. 
Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah 
wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan 
istilah "bevoegheid" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, 
jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah 
"bevoegheid". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah 
"bevoegheid" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum 
privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya 
digunakan dalam konsep hukum publik.6 
Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian 
kewenangan (authority, gezag) dan wewenang (competence, bevoegheid). 
Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang 
berasal clan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan 
wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari 
kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe 
voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup 
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wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan 
pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, 
dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan.7 
Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan 
oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat 
hukum.8Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: 
Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke 
bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke 
rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan 
yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh 
subjek hukum publik dalam hukum publik).9 
Kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa 
kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang 
(competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari 
undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dan 
kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan 
oleh undang-undang, maka is berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut 
dalam kewenangan itu. 
Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam 
melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan 
keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi 
secara "atribusi", "delegasi", maupun "mandat". Suatu atribusi menunjuk pada 
kewenangan yang ash atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, 
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Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,( Bandung : Universitas Parahyangan, 2000), hal. 22 
8 Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, 
Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 
hal. 65. 
9 Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan 
Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 4 
harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan 
yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam anti pemberian 
wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi 
mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk 
pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).10 
Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, 
J.G.Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:11 
a. with atribution, power is granted to an administrative authority by an 
independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say 
that is not derived from a previously existing power. The legislative body 
creates independent and previously non existent powers and assigns them 
to an authority. 
b. Delegation is a transfer of an acquired atribution of power from one 
administrative authority to another, so that the delegate (the body that the 
acquired the power) can exercise power in its own name. 
c. With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) 
assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in 
its name. 
J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang 
diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh 
suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah ash, yang tidak 
diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan 
kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan 
memberikan kepada organ yang berkompeten. 
Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari 
suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator 
(organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut 
atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan 
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11 J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, (Nijmegen: Ars 
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kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada 
organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu 
tindakan atas namanya. 
Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada 
atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada 
delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan 
secara besarbesaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan 
hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. 
Delegasi hams memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:12 
a. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan 
sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 
b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya 
delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan 
untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; 
c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak 
diperkenankan adanya delegasi; 
d. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang 
untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; 
e. peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegasi memberikan instruksi 
(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. 
Kewenangan hams dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), 
sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan 
demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber 
kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat 
diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, 
delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu 
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kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan 
mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu 
keputusan yuridis yang benar.13 
Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan diatas, legalitas yang dimiliki 
oleh Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sah (konstitusional). 
Hal ini berarti Kejaksaan merupakan lembaga yang diakui secara sah dalam 
Pemerintahan Republik Indonesia begitupula dengan kewenangan-kewenangan 
yang dimilikinya menjadi konstitusional artinya memiliki landasan hukum yang 
kuat dan mengikat.Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan 
terutama berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah 
kewenangan yang resmi yang dibebankan untuk Kejaksaan dan merupakan tugas 
pokoknya. 
Salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 30 ayat (3) d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan diantaranya adalah di bidang ketertiban dan ketentraman umum, 
dimana Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan 
yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan 
dan/atau penodaan agama. 
Sebagai tindakdanjut dari wewenang Kejaksaan tersebut, Jaksa Agung 
sebagai pemimpin tertinggi di lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan atribusi 
dengan membentuk atau memformalkan peran pengawasan kepercayaan yang 
                                                             
13 .A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan 
Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 
hal. 219 
 
dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau 
penodaan agama dengan membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran 
Kepercayaan Masyarakat dengan Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-
004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran 
Kepercayaan Masyarakat tanggal 15 Januari 1994. 
Adapun maksud dibentuknya Tim Pembentukan Tim Koordinasi 
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat oleh Jaksa Agung dengan 
memperhatikan konsideran keputusan tersebut adalah:14 
a. Bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kehidupan 
beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu 
dilakukan pengawasan secara intensif; 
b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi dan 
kerjasama antar instansi pemerintah yang terkait; 
c. Bahwa untuk pelaksanaan koordinasi dan kerjasama tersebut perlu dibentuk 
Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. 
Tim Koordinasi Pengawasan Aliran kepercayaan Masyarakat yang 
selanjutnya disebut Tim Pakem Pusat di bentuk dengan Keputusan Jaksa Agung. 
Tim Pakem DaerahTingkat I dibentuk dengan Keputusan Kepala kejaksaaan 
Tinggi. Tim Pakem Daerah Tingkat II dibentuk dengan Keputusan Kepala 
kejaksaan Negeri.15 
Susunan dan keanggotaan Tim Pakem Pusat adalah:16 
a. Ketua merangkap anggota : Jaksa Agung I 
b. Wakil Ketua merangkap anggota : Jaksa Agung Muda Intelijen 
c. Sekertaris I merangkap anggota : Direktur Sosial dan Budaya pada 
Jaksa Agung Muda Intelijen  
d .  Sekertaris II merangkap anggota : Kepala Sub Direktorat PAKEM pada 
Direktorat Sosial dan Budaya Intelijen  
                                                             
14 Lihat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 tentang 
Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, Bagian Menimbang. 
15 Pasal 1 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 tentang 
Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat 
16 Pasal 2 ayat (2) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. 
Anggota  :  W aki l -waki l  dar i  :  
1. Departemen Agama : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 
2. Departemen Dalam Negeri : Direktorat Jenderal Sosial Politik 
3. Departemen Pendidikan dan kebudayaan : Direktorat Jenderal Kebudayaan 
4. Mabes ABRI/BAKORSTANAS : Aster Kasum ABRI 
5. Mabes POLRI : Direktur Intelpam 
6. Bakin : Deputi II Kabakin 
Susunan dan Keanggotaan Tim Pakem Daerah Tingkat I adalah :17 
a. Ketua merangkap anggota : Kepala Kejaksaan Tinggi 
b. Wakil Ketua merangkap anggota : Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi 
c. Sekertaris I merangkap anggota : Kepala Seksi Sosial dan Budaya 
d. Anggota-anggota wakil-wakil dan : 
1. Pemerintah Daearah Tingkat I 
2. Kodam/Korem/Bakorstanasda 
3. Polda/Polwil 
4. Kanwil Departemen Agama 
5. Kanwil Departemen Pendidikan dan kebudayaan 
Susunan dan Keanggotaan Tim Pakem Daerah Tingkat II adalah :18 
a. Ketua merangkap anggota : Kepala Kejaksaan Negeri 
b. Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan 
Negeri 
c. Sekertaris merangkap anggota : Kepala Sosial dan Budaya Kejaksaan 
Negeri 
d. Anggota-anggota wakil-wakil dan : 
1. Pemerintah Daearah Tingkat II 
2. Kodim  
3. Polres 
4. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya 
5. Kantor Departemen Pendidikan dan kebudayaan 
Tugas Tim Pakem menurut Pasal 3 Keputusan Jaksa Agung No.Kep-
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tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. 
18 Pasal 2 ayat (4) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat 
 
004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran 
Kepercayaan Masyarakat adalah: 
a. menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang Aliran 
Kepercayaan Masyarakat; 
b. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan 
untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman 
umum; 
c. mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan 
tanggung jawab. 
d. dapat mengambil langkah-langkah preventif dan represif sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Tim Pakem berfungsi: 
a. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai 
kebutuhan; 
b. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan 
lainnya yang dipandang perlu, baik lembaga pemerintah maupun non-
pemerintah sesuai dengan kepentingannya; 
c. Mengadakan pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan yang 
dipandang perlu. 
Tim Pakem senantiasa membuat laporan berkala maupun insidentil kepada 
Jaksa Agung RI mengenai Pelaksanaan tugas Tim Pakem dan Saran dan 
Pendapat dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya suatu 
problem Aliran Kepercayaan Masyarakat. Lapoan tersebut dibuat dan 
disampaikan oleh Tim Pakem Daerah Tingkat II kepada Tim Pakem Daerah 
Tingkat I, Tim Pakem Daerah Tingkat I kepada Tim Pakem Pusat dan Tim Pakem 
Pusat kepada Jaksa Agung.19 
Dan uraian tugas Tim pakem tersebut, terlihat bahwa tugas Tim Pakem 
merupakan implementasi dari tugas Intelijen Yustisial Kejaksaan, dimana semua 
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Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat 
kegiatan yang berhubungan dengan Intelijen Yustisial Kejaksaan umumnya 
mengikuti empat langkah petputaran roda intelijen (roda perputaran intelijen 
(intelligence cycle) yang berorientasi kepada tugas pokok kesatuan. Empat 
langkah tersebut adalah:20 
1. Langkah Pertama: 
1) Pengarahan pimpinan untuk menentukan kebutuhan intelijen berlandaskan 
tugas pokok. Ada masalah yang dihadapi pimpinan berdasarkan 
keterangan atau intelijen yang telah ada yang diterima baik dari dalam 
maupun dari luar kesatuan yang perlu dijawab dengan mengumpulkan 
keterangan oleh petugas di lapangan. 
2) Penyusunan rencana pengumpulan keterangan oleh Staf Intelijen. 
3) Rencana pengumpulan keterangan merupakan arahan/pedoman 
selanjutnya dalam pengumpulan keterangan, oleh karena itu harus disusun 
secara lengkap dan baik. 
4) Penyampaian perintah atau permintaan pengumpulan kepada badan 
pengumpul keterangan. 
Penyampaian perintah diberikan kepada petugas dari dalam, 
sedangkan permintaan dilakukan kepada pemberi keterangan dari 
kuar kesatuan. 
2. Langkah Kedua: 
1) Pelaksanaan pengumpulan keterangan dengan memanfaatkan badan 
pengumpul dan sumber yang ada sesuai kemampuan dan akses yang 
dimilikinya 
2) Salah satu cara untuk pengumpulan keterangan adalah dengan 
memanggil/meminta keterangan dari sumber informasi, untuk itu dibuat 
surat dinas resmi. 
3) Hasil clan pengumpulan keterangan oleh para petugas/badan pengumpul 
dilaporkan dalam bentuk laporan informasi yang memenuhi unsure 
SIABIDIBAM (siapa, apa, bilamana, dimana, bagaimana, mengapa). 
4) Setiap laporan harus ringkas, objektif, teliti, lengkap dan tepat pada 
                                                             
20 Kejaksaan Agung Republik Indonesia, laporan Hasil Penelitian: Peningkatan Operasi 
Intelijen Yustisial Dalam Rangka Pengamanan Pembangunan dan Hasil-hasilnya, (Jakarta; Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1995/1996), hal. 5. Lihat juga 
 
waktunya. 
3. Langkah Ketiga: 
Pengolahan keterangan yang terkumpul menjadi Intelijen. Pengolahan 
meliputi langkah-langkah kegiatan: 
1) Pencatatan Dalam; 
a) Buku kerj a intelijen 
b) Peta situasi 
c) Kepentingan file (penyimpanan) 
2) Penilaian. 
Penilaian adalah penelitian terhadap informasi yang baru diterima untuk 
mentukan sumber dan ketepatan atau derajat kebenaran informasi yang 
masuk (Accuracy) 
a) Penilaian sumber atau badan pengumpul ditentukan dengan kode 
A sampai F. 
A=dipercaya sepenuhnya 
B=biasanya dapat dipercaya 
C=agak/masih dapat dipercaya 
D=biasanya tidak dapat dipercaya 
E=tidak dapat dipercaya 
F=kepercayaannya tidak dapat dinilai 
b) Penilaian ketepatan/kebenaran isi informasi. 
Tingkat penilaian kebenaran informasi dinyatakan dengan angka Arab 1 
sampai dengan 6. 
1=diperkuat oleh keterangan clan sumber lain 
2=sangat mungkin benar 
3=mungkin benar 
4=kebenarannya diragukan 
5=tidak mungkin benar 
6=kebenarannya tidak mungkin dapat ditentukan. 
3) Penafsiran. 
Pengertian penafsiran adalah proses menterjemahkan informasi menjadi 
intelijen (produk). Penafsiran meliputi langkah-langkah: 
a. Analisa, penyaringan dan pemilihan terhadap keterangan yang sudah 
dinilai guna memisahkan unsure-unsur yang penting yang berguna bagi 
pelaksanaan tugas. 
b. Integrasi, merupakan penggabungan dari unsur-unsur yang telah 
dipisahkan dalam proses analisa dengan keterangan lain yang sudah 
dikenal untuk memperoleh gambaran yang logis (hypotesa) tentang 
kegiatan lawan atau pengaruh karakteristik daerah operasi terhadap 
pelaksanaan tugas. 
c. Kesimpulan, kesimpulan dipakai untuk mentukan tindakan yang akan 
dilakukan oleh lawan dan sangat bermanfaat untuk membuat perkiraan. 
4. Langkah Keempat: 
Penyampaian/distribusi intelijen yang telah dihasilkan kepada 
pemakai/pengguna/user. Penyampaian dapat diartikan sebagai pengiriman 
keterangan dari intelijen dengan ketentuan: 
1) Tepat pada waktunya 
2) Dalam bentuk tertentu 
3) Disampaikan kepada kesatuan/badan yang akan menggunakannya. 
Sebagai laporan basil pelaksanaan dan pertanggungjawaban operasi 
intelijen yustisial yang telah dilaksanakan segera dibuat laporan operasi 
intelijen (lapopsin) yang disampaikan kepada pimpinan kejaksaan yang 
memerintahkan operasi.Sedangkan berkaitan dengan fungsi Tim Pakem 
adalah sifatnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Dimana 
kegiatannya meliputi menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun 
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan,menyelenggarakan pertemuan, konsultasi 
dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik lembaga 
pemerintah maupun non-pemerintah sesuai dengan kepentingannya, dan 
mengadakan pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan yang dipandang 
perlu. 
Sifat koordinasi disini maksudnya bahwa keanggotan Tim Pakem tidak 
hanya dari aparat Kejaksaan saja namun clan instansi-instansi/pejabat 
pemerintah lain yang tergabung dalam suatu komunitas seperti PAKEM, yang 
terdiri dari Kejaksaan Negeri, Pemerintah Daerah, Kodim, Polres, Departemen 
Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. FKUB (Forum Kerukunan 
Umat Beragama) yang terdiri dari wakil Bupati/Wakil Walikota, Kepala Kantor 
kementerian Agama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan 
Pimpinan instansi terkait. 
Selain itu ada juga Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)21yang terdiri 
dari Walikota/Bupati, Komandan Distrik Militer, Kepolisian, Kejaksaan, 
Keimigrasian, Bea Cukai dan instansi terkait lainnya. KOMINDA adalah forum 
komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di 
provinsi dan kabupaten/kota. Penyelenggaraan KOMINDA di Propinsi menjadi 
tugas dan tanggungjawab gubernur, sedangkan di kabupaten/kota menjadi 
                                                             
21 KOMINDA dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 
Tentang Komunitas Intelijen Daerah. 
tugas dan tanggungjawab bupati/walikota.22Perbedaanya terletak pada objek 
pengawasan dimana Tim Pakem hanya mengawasi masalah aliran 
kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, 
sedangkan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), cakupannya lebih luas 
terutama berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Berdasarkan atas penjelasan-penjelasan diatas, maka dalam bab ini dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1) legalitas yang dimiliki oleh Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia adalah sah (konstitusional) sehingga kewenangan-kewenangan 
yang dimilikinyamenjadi konstitusional artinya memiliki landasan hukum 
yang kuat dan mengikat. 
2) Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan terutama berkaitan 
dengan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam 30 
ayat (3) d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan diantaranya adalah di bidang ketertiban dan ketentraman 
umum, dimana Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan 
kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan 
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. 
3) Sebagai tindaldanjut dari wewenang Kejaksaan tersebut, Jaksa Agung 
sebagai pemimpin tertinggi di lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan 
atribusi dengan membentuk atau memformalkan peran pengawasan 
kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan 
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dengan membentuk Tim 
Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dengan 
Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan 
Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat tanggal 15 
Januari 1994.  
                                                             
22 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang 
Komunitas Intelijen Daerah. 
 
4) Dan uraian tugas Tim pakem sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa 
Agung RI No.Kep-004/J.A/01/1994, terlihat bahwa tugas Tim Pakem 
merupakan implementasi dari tugas Intelijen Yustisial Kejaksaan, dimana 
semua kegiatan yang berhubungan dengan Intelijen Yustisial Kejaksaan 
umumnya mengikuti empat langkah perputaran roda intelijen (roda 
perputaran intelijen (intelligence cycle) yang berorientasi kepada tugas 
pokok kesatuan. 
5) Berkaitan dengan fungsi Tim Pakem adalah sifatnya kerjasama dan 
koordinasi dengan instansi terkait. Sifat koordinasi disini maksudnya bahwa 
keanggotan Tim Pakem tidak hanya clan aparat Kejaksaan saja namun 
dari instansiinstansi/pejabat pemerintah lain yang tergabung dalam suatu 
komunitas seperti PAKEM, yang terdiri dari Kejaksaan Negeri, Pemerintah 
Daerah, Kodim, Polres, Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang terdiri clan 
wakil Bupati/Wakil Walikota,Kepala Kantor kementerian Agama, Kepala 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Pimpinan instansi terkait. 
Kesimpulan 
Berdasarkan basil analisis data yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:Dalam rangka 
mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun 
represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan 
ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-
hasilnya, Kejaksaan memiliki peran dalam pengawasan aliran kepercayaan dan 
pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama diatur di dalam Pasal 
30 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. Kewenangan tersebut merupakan lingkup tugas, 
wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial Kejaksaan (law 
intellegence) yang dalam pola pelaksanaannya berlandaskan pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum untuk 
pengamanan pembangunan dan basil-hasilnya. Penyelenggaraan fungsi 
Intelijen Yustisial Kejaksaan selalu mengarah pada kegiatan, tindakan ataupun 
usaha untuk mendukung keberhasilan operasi yustisi, dalam hal ini 
penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di dalam masyakat. Lingkup 
bidang Intelijen meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan 
penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung 
penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, ekonomi, 
keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah 
tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan 
ketertiban dan ketentraman umum. Implementasi clan peran Intelijen Yustisial 
Kejaksaaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan 
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dengan membentuk Tim Pakem 
(Pengawasan Kepercayaan Dalam Masyarakat). Tim Pakem merupakan 
lembaga yang mengakomodir fungsi pengawasan terhadap aliran 
kepercayaaan dan keagamaan yang ada di Indonesia dan Tim Pakem di bentuk 
di pusat maupun di daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, peran Tim Pakem 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan 
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dilaksanakan dengan pola 
penanggulangan tindakan preventif, persuasif, rehabilitatif dan kuratif. 
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